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ABSTRAK 

Hak Kekayaan Intelektual memiliki beberapa bagian salah satunya merek yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. Merek akan memproduksi barang dan jasa menjadi mahal dan berharga 

jika barang dan jasa tersebut diproduksi oleh perusahaan ternama, namun masih 

banyak pihak luar yang mencoba meniru sehingga konsumen akan dengan mudah 

tertipu untuk membeli produk. Pada rumusan masalah penelitian skripsi ini 

menjelaskan bentuk perlindungan hukum jika pemilik hak pada merek ditiru oleh 

pelaku usaha lain. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian 

hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute 

Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sengketa merek dengan putuskan Mahkamah Agung No 24/Pdt.Sus-

Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena 

telah terbukti dengan adanya unsur itikad tidak baik serta memiliki unsur yang sama 

dalam segi keseluruhannya. Indonesia juga memiliki perjanjian dengan 

menandatangi konvensi paris dan juga perjanjian TRIPs (Trade-related Intellectual 

Property Rights) karena telah terbukti dengan adanya unsur itikad tidak baik serta 

memiliki unsur yang sama dalam segi keseluruhannya. Perlindungan hukum 

terhadap merek yang diatur dalam Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang 

merek dan indikasi geografi juga dilakukan dengan dua cara yaitu preventif dan 

represif. 

Kata Kunci : Merek; Sengketa Merek; Perlindungan Hukum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kekayaan dalam proses yang 

timbul dari pikiran manusia yang dapat menghasilkan  suatu produk atau penemuan 

yang berguna bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Hak Kekayaan Intelektual 

pada dasarnya adalah Peraturan Perundang-Undangan yang diberikan kepada 

seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaanya, serta menghormati suatu 

karya ciptaan pada kreativitas intelektualnya.  

Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni: Hak Cipta dan 

Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri yang meliputi: Paten, Desain 

Industri, Merek, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu, dan Rahasia Dagang.1 Dari penggolongan Hak Kekayaan Intelektual 

dapat diketahui bahwa salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual adalah 

merek. Merek dagang merupakan alat bisnis yang efisien serta dapat memberitahu 

sebuah pesan yang memfokuskan pada suatu produk, teknlogi, kebudayaan, dan 

individu. Merek sepatutnya memiliki sebuah perbedaan agar konsumen dapat 

membedakan suatu barang dan jasa yang berasal dari perusahaan  tertentu, serta 

memperoleh perbedaan dengan barang dan jasa lainnya. Maka dari itu merek 

memiliki fungsi sebagai jaminan kualitas dari barang atau produk, serta merek juga

 
 1 Tim Penyusun, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia RI, 2013, hlm. iii. 



 

 

2 

menjadi alat pemasaran yang penting karena dapat membuat konsumen terpengaruh 

untuk membeli atau tidak suatu produk tersebut.2 

Merek memiliki peran yang penting bagi kehidupan dari segi ekonomi, apalagi 

dalam dunia perdagangan barang dan jasa juga berguna untuk membedakan suatu 

produk yang mempunyai jenis dan produk pada satu kelas yang sama. Merek dapat 

membuat seseorang menjadi percaya diri bahkan dapat menentukan status sosialnya 

jika seseorang tersebut memakai barang-barang yang mereknya terkenal, karena 

bagi konsumen memakai barang yang terkenal merupakan suatu kebanggaan 

bahkan dapat diakui status sosialnya. Apalagi jika barang tersebut merupakan 

produk asli yang sulit dijangkau dan didapat oleh kebanyakan konsumen.3 

Pada Era sekarang ini, merek memiliki peran penting untuk melakukan dan 

mempromosikan perdagangan baik secara nasional maupun internasional dalam 

bentuk barang atau jasa, dengan teknologi yang digunakan pada era saat ini 

membuat persaingan dalam industri perdagangan semakin ketat. Merek menjadi 

salah satu ciri khas media yang digunakan untuk membedakan produksi barang 

suatu perusahaan dengan perusahaan lain4 Tidak itu saja, hal yang dilakukan agar 

 
 2 Nia Kurniati, dkk. Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap Produk Teri Biru Seira 

dan Kerupuk Ikan Tanimbar sebagai Industri Kreatif Masyarakat di Kota Saumlaki, Padjadjaran 

Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 3, Edisi April, Tahun 2017, hlm. 519, dapat didownload 

pada website http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/14927/7210 pada tanggal 24 Agustus 2022 

pukul 16.45 WIB. 

 3 Syahriyah Semaun, Perlindungan Hukum terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa, 

Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 14 Nomor 1, Edisi Juli, Tahun 2016, hlm. 108-109, dapat 

didownload pada website https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/227/ 

pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 22.28 WIB. 

 4 Meli Hertati Gultom, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terdaftar terhadap 

Pelanggar Merek, Jurnal Warta, Volume 6 Nomor 2, Edisi April, Tahun 2018, hlm. 134, dapat 

didownload pada website https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/14/12 

pada tanggal 25 agustus 2022 pukul 03.11 WIB. 

http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/14927/7210
https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/227/
https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/14/12
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merek dagang dikenal luas yaitu dilakukannya periklanan dan pemasaran yang 

memiliki ciri khas dari masing-masing produk suatu perusahaan. Suatu merek akan 

membuat suatu barang dan jasa menjadi mahal dan berharga karena orang atau 

konsumen mempunyai citra serta kualitas dalam reputasi barang dan jasa dari merek 

tertentu.  

Seiring dengan perkembangan zaman dan pemikiran manusia yang semakin 

maju, maka diperlukan suatu regulasi yang memadai untuk meningkatkan 

pelayanan dan kepastian hukum dalam dunia industri. Peraturan dalam hukum 

nasional tentang merek diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 merupakan 

pembaruan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 memiliki salah satu unsur pembaruan yaitu, 

ketentuan yang lebih ketat mengenai merek-merek terkenal dibandingkan dengan 

Undang-Undang Merek yang lama. Sementara itu pada Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 penggolongan merek terkenal tidak dijelaskan secara rinci, tetapi 

merek dapat disebut terkenal atau tidak melalui putusan hakim pengadilan. 

Selanjutnya ketika merek telah diakui sebagai merek terkenal, pemilik merek dapat 

mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang tidak berhak menggunakan merek 

yang memiliki kesamaan secara keseluruhan untuk produk atau jasa sejenis.5 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek dijelaskan bahwa Merek 

merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, 

 
 5 Tommy Hendra Purwaka, Perlindungan Merek, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia, 2017, hlm. 16. 
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kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) 

dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut 

untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukm 

dalam kegiatan perdagangan barang/atau jasa. 

Merek memiliki fungsi yang dapat digunakan untuk kepentingan umum agar 

bisa mengembangkan informasi pada konsumen, dengan begitu meningkatkan 

efisiensi pasar. Merek merupakan cara singkat untuk mengkounikasikan informasi 

kepada pembeli untuk membuat pilihan belanja, dengan cara melindungi merek, 

mencegah pemalsuan oleh pihak lain, serta mengurangi biaya belanja dan 

pengambilan keputusan.6 

Indonesia dikenal dengan 2 (dua) macam sistem pendaftaran merek, yakni 

sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif, hak merek 

diperoleh melalui pendaftaran, maka hak eksklusif atas merek diberikan karena 

terdapat pendaftaran. Dalam sistem konstitutif, pendaftaran merek merupakan suatu 

keharusan yang mutlak. Merek yang tidak didaftarkan maka secara otomatis tidak 

akan mendapatkan perlindungan hukum. Dengan sistem konstitutif ini, yang berhak 

atas merek adalah pihak yang sudah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu.7 

Kepastian perlindungan hukum untuk merek terkenal atau yang sudah diakui 

oleh masyarakat merupakan suatu keharusan, dengan pertimbangan bahwa jika ada 

kepastian hukum bagi pemegang merek tersebut yang telah dikenal oleh masyarakat 

 
 6 Yoghi Arief Susanto, Jangka Waktu Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam 

Perspektif Maslahah Al Mursalah, Jurnal Aktualita, Volume 3 Nomor 2, Edisi Desember, Tahun 

2020, hlm. 420, dapat di download pada website https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/ 

 article/view/6045/pdf pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 23.15 WIB. 

 7 Ibid.,  

https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/
https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/6045/pdf
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luas, untuk memberikan hak ekslusif serta memberikan keamanan pada pemilik hak 

merek sehingga sesuai dengan prinsip Principle of legal certainty di Indonesia.8 

Dalam sistem konstitutif banyak pihak-pihak yang acap kali menyalahgunakan 

serta memanfaatkan keunggulan suatu merek untuk menipu atau menyimpangkan 

konsumen. Perilaku ini merujuk pada itikad buruk hal tersebut dapat merusak 

aturan sosial baik di bidang ekonomi maupun komersial, merugikan harapan 

masyarakat serta mengganggu keadaan kompetisi perdagangan di dunia. 

Dampaknya penyalahgunaan sistem konstitutif dapat menyebabkan pembatalan 

merek.9 

Kasus pembatalan merek ini terjadi apabila pembatalan merek dilakukan 

dengan maksud yang tidak baik. Pembatalan suatu merek dapat terjadi apabila 

terdapat persamaan pada merek yang telah didaftarkan, maka hal ini dikatakan 

sebagai dasar pendaftaran itikad tidak baik. Untuk pendaftaran yang dilakukan atas 

dasar itikad tidak baik dapat dilakukan tindakan hukum yaitu pembatalan merek. 

Pembatalan merek merupakan suatu tata cara yang ditempuh oleh salah satu pihak 

untuk mencari dan menghilangkan adanya pendaftaran merek dari daftar umum 

merek atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Pada 

 
 8Muhamad Shafwan Afif, Heru Sugiyono, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek 

Terkenal di Indonesia, Jurnal USM Law Review, Volume 4 Nomor 2, Edisi November, Tahun 

2021, hlm. 566, dapat didownload pada website https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/ 

view/4097/2218 pada tanggal 26 Agustus 2022 pada pukul 12.02 WIB. 

 9 Mukti Fajar ND, Yati Nurhayati, dan Irfani, Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan 

Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 25 Nomor 

2, Edisi Mei, Tahun 2018, hlm. 299, dapat didownload pada website 

https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/10752/8698 pada tanggal 26 Agustus 2022 pukul 

14.00 WIB. 

https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4097/2218
https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/10752/8698
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umumnya pihak yang merasa dirugikan dengan pendaftaran tersebut dapat 

mengajukan gugatan pembatalan.10 

Pada dasarnya jangkauan pengertian dari tindakan itikad tidak baik dalam 

pendaftaran merek mencakup perbuatan “Penipuan” (Fraud), rangkaian 

“Menyesatkan” (Misleading) orang lain, serta tindakan yang mengabaikan 

peraturan hukum untuk mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Dapat 

diartikan juga dengan perilaku yang tidak dibenarkan secara sadar dalam 

mendapatkan suatu tujuan yang tidak jujur (Dishonestly Purpose).11 

Seperti yang terjadi di Indonesia, yaitu merek dagang terkenal GS Yuasa 

Corporation milik Genzo Shimadza yang merupakan perusahaan Jepang penyedia 

alat-alat berupa aki motor dan otomotif terkemuka di dunia yang berdiri sejak 1918, 

melawan PT. Golden Surya Jaya milik Joshua Edy Tjiendra Irawan dan Glenn Jusuf 

selaku tergugat. Awalnya GS Yuasa Corporation mengajukan gugatan terhadap PT. 

Golden Surya Jaya yang telah mendaftarkan merek dagangnya ke Direktoran 

Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama GSJ melalui daftar registrasi nomor 

IDM000597234. 

Merek milik PT. Golden Surya Jaya disebut memiliki persamaan dengan GS 

Yuasa Corportion yang sudah lebih dulu terdaftar dan merupakan merek terkenal. 

Merek GSJ milik PT. Golden Surya Jaya memiliki kesamaan mulai dari 

 
 10 Rahmi Jened, Hukum Merek Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi, Jakarta: PT 

Kharisma Putra Utama, 2015, hlm. 291. 

 11 Agus Mardianto, Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga, 

Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10 Nomor 1, Edisi Januari, Tahun 2010, hlm. 47, dapat 

didownload pada website http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/137/ 

85 pada tanggal 26 Agustus 2022 pukul 15.32 WIB. 

http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/137/
http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/137/85
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penambahan huruf “J” pada logo nama yang tidak menjadi pembeda yang 

signifikan, konsumen akan tetap menyebut produk tergugat sebagai produk GS 

karena sebagian besar dan secara visual gaya penulisan GSJ identik dengan merek 

GS milik penggugat. Kemiripan selanjutnya adalah produk yang dihasilkan berada 

dalam kategori yang sama hingga kemasan kedua merek ini memiliki kemiripan 

yang sangat mirip.  

GS Yuasa Corporation sebagai penggugat dan perusahaan besar yang memulai 

dan menjalankan usaha dengan merek dagang GS dengan ini mengajukan gugatan 

kepada PT. Golden Surya Jaya selaku tergugat, GS Yuasa Corporation keberatan 

atas merek yang didaftarkan oleh PT. Golden Surya Jaya karena jelas-jelas 

bertindak dengan itikad tidak baik karena bertujuan untuk meniru unsur dominan 

dalam merek terkenal GS. Gugatan tersebut didaftarkan dengan nomor putusan 

24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 18 Juli 2019.12 

GS Yuasa Corporation mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

Pengadilan Negeri Jakarta untuk membatalkan pendaftaran merek GSJ dengan 

nomor pendaftaran IDM000597234 atas nama PT. Golden Surya Jaya dari daftar 

umum merek dengan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografi yang berlaku. GS Yuasa 

Corporation menyatakan bahwa merek dagangnya GS merupakan merek terkenal 

yang memiliki pendaftaran merek GS di lebih dari 130 Negara yang meliputi 

Indonesia, di beberapa negara tidak hanya mencakup baterai, aki, dan barang terkait 

 
 12 Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8ba7249c4d080a83bee5b8d6be207599.

html (diakses tanggal 4 Agustus 2022 pukul 23.58 WIB) 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8ba7249c4d080a83bee5b8d6be207599.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8ba7249c4d080a83bee5b8d6be207599.html
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tetapi juga berbagai barang di kelas lain. Hingga saat ini pendaftaran merek di 

negara asal penggugat masih berlaku hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa 

PT. Golden Surya Jaya pemilik merek GSJ sudah beritikad tidak baik saat 

mengajukan permohonan pendaftaran merek GSJ. Alhasil penetapan hak merek 

GSJ milik PT. Golden Surya Jaya dinyatakan tidak berlaku dari Daftar umum merek 

dengan segala akibatnya. 

Berdasarkan kasus di atas terlihat bahwa perlindungan terhadap merek-merek 

terkenal di Indonesia masih kurang optimal, sehingga terbuka peluang bagi pihak-

pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menunggangi ketenaran merek orang 

lain. Maka dengan ini penulis tertarik mengangkat topik ini sebagai permasalahan 

skripsi yang akan ditulis, dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP PEMILIK MEREK PERTAMA ATAS PENGGUNAAN 

MEREK DAN PRODUK OLEH PELAKU USAHA LAIN (STUDI PUTUSAN 

NOMOR 24/PDT.SUS-MEREK/2019/PN NIAGA.JKT.PST) 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan membahas 

permasalahan dalam skripsi mengenai sebagai berikut:  

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-

Merek/2019/ PN Niaga.Jkt.Pst. ? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak merek yang 

sudah terdaftar lebih dahulu namun digunakan oleh pelaku usaha lain? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penulis memiliki tujuan dalam 

permasalahan skripsi ini, yaitu: 

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hakim dari putusan Nomor 

24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.  

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap 

pemilik hak merek yang sudah terdaftar lebih dahulu namun dijiplak oleh 

pelaku usaha lain. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian yang penulis teliti dalam penulisan skripsi ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat, Adapun manfaat yang di maksud sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan wawasan 

mengenai Perlindungan Hukum terhadap pemilik merek yang merasa dicurangi 

akibat penjiplakan yang dilakukan oleh pelaku usaha lain, serta memperkaya 

wawasan dalam Hukum Perdata khususnya memahami Hak Kekayaan Intelektual. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan dan membantu masyarakan, 

pemerintah, serta penulis sendiri dalam memahami bahwa peraturan Perlindungan 

Hukum atas Merek yang sudah sah terdaftar serta menjauhi dari segala bentuk 

pendaftaran merek atas dasar Itikad tidak baik. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dalam skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik 

Merek atas Penjiplakan Merek dan Produk Oleh Pelaku Usaha Lain (Studi Putusan 

Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst). Pembahasan dalam skripsi ini 

hanya memfokuskan pada ruang lingkup yang berkaitan dengan pertimbangan 

hakim dan perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang sudah didaftarkan 

lebih dahulu dengan Itikad tidak baik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 

 Pada teori ini yang menjelaska secara jelas mengenai konsep, dasar, dan 

bentuk dari aspek perlindungan hukum. Perlindungan hukum dibutuhkan pada 
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setiap subjek hukum untuk menikmati hak yang memang diberikan oleh aparat 

penegak hukum dalam hal memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun 

fisik dari gangguan serta berbagai ancaman dari pihak manapun. Jika subjek 

hukum tersebut memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh hukum. 

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau 

upaya dalam melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh 

penguasa yang tidak berbanding dengan aturan hukum, untuk menciptakan 

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia menikmati 

harkat dan martabatnya sebagai manusia.13 Perlindungan Hukum dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua) macam bentuk, yaitu: 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

 Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan hukum yang 

bersifat pencegahan. Perlindungan Hukum memberikan kesempatan 

kepada masyarakat agar mengajukan keberatan (Inspraak) atas 

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk 

yang definitif. 

b. Perlindungan Hukum Respresif 

Perlindungan Hukum Respresif merupakan perlindungan yang 

diberikan untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa.14 

 

 
 13 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3. 

 14 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis 

dan Disertasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 264. 
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2. Teori Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan merupakan salah satu aspek terpenting dalam sebuah putusan 

karena di dalamnya terkandung nilai keadilan (ex aquo et bono) serta kepastian 

hukum. Apabila dalam pertimbangan hakim terdapat hal-hal seperti ketidaktepatan, 

baik, dan kehati-hatian hakim, maka akan terjadi pembatalan terhadap putusan 

hakim dari pertimbangan hakim tersebut oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah 

Agung.15 Pada memeriksa suatu perkara hakim juga memerlukan pembuktian, 

dimana hasil dari pembuktian tersebut akan menjadi bahan pertimbangan hukum 

dalam memutus perkara. Teori ini menjelaskan bahwa hakim mampu memahami 

nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.16 Teori ini juga 

digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan 

mengenai gugatan hak merek. 

3. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian Hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang dapat dikatakan 

sebagai usaha untuk mewujudkan keadilan. Bentuk dari kepastian hukum adalah 

pelaksanaan serta penegakan hukum akan suatu tindakan tanpa melihat siapa yang 

melakukannya. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memprediksi 

hal apa yang akan terjadi jika mengambil tindakan hukum, kepastian akan sangat 

diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian adalah salah satu ciri yang tidak 

dapat terpisahkan dari hukum, terutama dalam norma hukum tertulis. Hukum tanpa 

 
 15 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (cet V), Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140. 

 16 Soleh. M, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 313 Desember 2011, 

Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2013, hlm. 25. 
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adanya nilai kepastian akan hilang maknanya karena tidak dapat dijadikan pedoman 

dalam perilaku di setiap orang.17 

Teori Kepastian Hukum menurut para ahli, salah satunya Apeldoorn. Menurut 

Apeldoorn kepastian hukum memiliki 2 (dua) segi, Pertama pihak yang ingin 

mengetahui keadilan hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara.  

Kedua, Perlindungan untuk para pihak terhadap ketidakadilan hakim. Dalam 

paradigma positivisme definisi hukum harus melarang semua aturan yang serupa 

dengan hukum, tetapi bukan merupakan perintah dari penguasa yang berdaulat, 

kepastian hukum harus selalu ditegakkan apapun akibatnya dan tidak ada alasan 

untuk tidak menegakkannya karena dalam paradigmanya  hukum positif merupakan 

salah satunya hukum.18 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif 

yang disebut juga dengan (Normative Legal Research), pada pokok kajiannya 

menggunakan aturan sebagaimana norma atau kaidah yang berlaku terhadap 

masyarakat dan menjadi pedoman bagi setiap orang. Penelitian Hukum 

Normatif berfokus pada kodifikasi hukum positif, asas-asas, dan doktrin 

hukum, penemuan hukum dalam perkara In Concreto, sistematik hukum, 

tingkat sinkronisasi, Perbandingan hukum dan serjarah hukum.19 Menurut 

 
 17 Cst Kansil, Kamus Istilah Hukum, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009, hlm. 270. 

 18 L.j Van Apeldoorn, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, 

Bandung: PT. Revika Aditama, 2006, hlm. 82-83. 

 19 Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, 

hlm. 52. 
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seorang ahli yaitu Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa penelitian 

hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan agar menemukan serta 

merumuskan pendapat hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.20 

Pada Penelitian ini umumnya menggunakan sumber bahan hukum yang 

diperoleh melalui buku, kitab, jurnal, undang-undang, atau sumber ilmiah yang 

relevan menurut pendapat dari para sarjana.21 

2. Pendekatan Penelitian 

 Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, 

yaitu dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (Statue 

Approach) yang digunakan dalam meninjau Peraturan Norma atau Undang-

undang yang memiliki kaitannya dengan penelitian yang nantinya akan 

diteliti.22 Pendekatan pada penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Kasus 

(Case pproach) yang mempelajari tentang pelaksanaan kaidah hukum atau 

norma-norma yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti dalam 

praktik hukum.23 

3. Jenis dan Bahan Hukum 

 Bahan yang peneliti ambil untuk melengkapi penelitian hukum normatif ini 

adalah dengan menggunakan berbagai bahan hukum, yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

 
 20Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, Argumentasi Hukum, Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2005, hlm. 3.  

 21 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, NTB: Mataram University Press, 2020, hlm. 45. 

 22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Group, 2017, hlm. 136.  

 23 Ibid., hlm. 96. 
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Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari Peraturan 

Perundang-undangan, dokumen resmi, putusan hakim pengadilan yang 

memiliki kaitan dengan pokok masalah atau risalah pembuatan perundang-

undangan.24 Pada penelitian ini bahan hukum primer yang sedang diteliti 

terdiri dari: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografi 

3) Putusan Hakim Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat 

namun melengkapi mengenai bahan hukum primer yang diperoleh melalui 

buku teks, jurnal-jurnal ilmiah, pendapat ahli hukum, serta penjelasan 

yang diteliti oleh pakar ahli hukum.25 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tresier merupakan data hukum yang terdiri dari data-data 

untuk dapat melengkapi serta memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder seperti bahan-bahan hukum inilah yang 

dijadikan patokan untuk menilai fakta hukum yang akan dipecahkan 

 
 24 Ibid., hlm. 141. 

 25 Jhonny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media 

 Publishing, 2012, hlm. 329. 
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sebagai masalah hukum meliputi kamus hukum, ensiklopedia, website, 

dan lain-lain.26 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan studi kepustakaan yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan primer, sekunder, dan tersier 

yang dilakukan untuk mencari kaitannya dengan isu hukum dalam penelitian 

ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mengutip bahan hukum, 

berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan pada 

penelitian ini. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 Pada analisis bahan hukum ini penulis menggunakan teknik analisis 

Deskripsi, yaitu analisis yang menggambarkan hasil penelitian berdasarkan 

bahan hukum menurut perturan perundang-undangan yang nantinya diperoleh 

untuk dianalisis.27 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 Pada penulisan ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan 

deduktif, metode deduktif adalah penarikan kesimpulan dari pembahasan 

umum menjadi kesimpulan khusus sehingga dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan.28

 
 26 Ibid., 

 27 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit., hlm. 181. 

 28 Amirudin dan Zinal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2014, hlm. 18. 
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